‘ _ , Nomers :
PERATURAN DAERAH "Kabupaten Kecbumen tentang tata~tertib Kendaraan di Terminal

BAB,I.
KETENTUAN UMUM,

Dalam peraturan-dacrah inmi. yang dimaksud dengan:
l.Bupati Kcpala Dacrah & Bupati Kepala Dacrah Eabupatem Kcbumen; '
2« Stasiun Bus ¢ Adalah suatu arcal tanah yang ditctapkan oleh Pemerin
tah Dacrah untuk tcmpat pecmberheontian dan pemeberange
tatan bus schbagai alat angkutan umum baik penumpang
naupun buranc,

BAB.IT,
PERIJINAN DAN PEMAKATIAN STASIUN BUS.
Pasal 2,

Scriva Pcrusahaan[Angkutaanué yang mempunyai trayo < nelaluil Kabupétor Kebumen
untuk mcnaikkan dan menurunkan pcnumpang wajib singgah di stasiun yang ditctap
kan, \

Pasal 3.

(l) Untuk nenggunakan stasiun bus, pongusaha bus dlwcglbkan.monpunyal ijin “da- .
ri Bupati Kepala Dacrah. _ : .

LY

(2) Untuk mempcrolch surat ijin dimaksud ayat (1) dlatas, pcengusaha bus  harus
nengajukan poernohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, '

(3) Ijin mempergunakan stasiun bus diberikan olch Buvatl Kepala Dacrah dcn@an
menperhatikan Peraturan Lalu Lintas Angkutan Umunm yans berlaku scrta per -

timbangan-pcrtinbangan dari fihak Kepolisian dan Dinas Lalu Lintas Angkut-
an Jalan Raya, '

/

BAB,IIT,
.RETRIBUSI PEMAKAIAN STASIUN BUS,
Pasal L}.

(1) Untuk pemnakaian stasiun bus pengusaha bus dikenakan retribusi sctinggi-
sctingpinya P.1504,~=(scratus limapuluh rupiah) bagi tiap bus untuk tiap ka
1i pemakaian stasiun bus,

(2) Untuk ponakﬂlan ‘stasiun bus olch penjusaha amgkutun selain yunb dlmaksud a
vyat (1) pasal ini dipungut sctinggi-tingginyas
2efpe 75,==(tujuhpuluh lima rupiah) bagi tiap taxi buat tiap kell pemakaian
bafpel00,==)scratus rupiah) bagi tiap truk buat tiap kall pcmakaian;
Colpe 25,-~ (duapuluh lima rupiah) bagli tiap becak satu hari.

(Bijﬁlka dikehendaki, rctribusi dapat dibayar bulanans Rotrlbusl bulanan dapat
“dltobapkan 25 kali jumlah rctribusi pcmakalan ruangan perhentian sctiap ha
ri berdasarkan ponctapan delan ayat (1), (2) a, b, pasal ini.

(4) Rotribusi bulanan harus dibayar dimuka solanbat-lmantnya tanggal 10 dard:
bulan yang ocrqﬂnukutan. ‘

(5) Tanda bukti pembayarannya diberikan olch pegawai stasiun bus yang untuk i-
tu ditunjuk olch Bupati Kepala Dacrah,pada tiap-thap kall pcmbayararns

(6) Apabila sctclah lewat tanggal 10 yang terscbut pade ayat (5) pasal ini ro-
tribusi belum dibayar penjgusahagbus,taxi dan truk dilarang ncmakail stasiun
buse : - »

(7) Apabila rctribusi sampat ekhir bulan- yan; bersangkutan belum dibayar, maka
ijin yans dinaksud pada pasal 4 ayat (3) dicabut, ;

Pasal 5.

Penpusaha bus,taxi dan truk yang ijinnya untuk mempergunakan ruangan perhenti-
an di stasiun bus dicabut berdasarkan pasal 4 ayat (7) dapat diberi ijin lagi

sctelah membayar lunas tung;akannya dengan ditambah denda 10% (sepuluh perscra.
tus) dari jumlah tunggakan,.

BAB.IV, |, "%
RENJUALAN KARCIS DAN SAAT PEMBERANGKATAN .
Pasal 6

(1) Untuk tiap—tiap bus yang nengiunakan stasiun bus, ponjualan kar01s kepada
penunpang dilakukan ditcipat penjualan karcis yang telah dlsediakén.

~ (2) Jumlah karcis yan; dijual tiap-tiap kali ponaualan tidak bolch mélebihi ma .

x1m11 jumlah pcnumnang yen:; telah dltgtapkan bagi bus yang bersangkutan,

> . s
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(B) Punjualan kercis itu dilakukan dalam waktu 5 (1ima) nenit gchelun jan pe
rangkatan bus yang bersangkutan, -

o

BAB, V. R :
KEWAJIBAN & TUGAS KEPALA STASIUN BUS.; : \
Pasal 7. '

(l) Stasiun bus-dikcpalai olch scorang Kepala Stasiun yangnbertugas mengatur dan
mengurus segala scsuatu dilingkungan stasiun bus,

(2) Yanr dimaksud dengan Kepala Stasiun dalam Peraturan Dacrah ini ialah Pegawai

yang oloh'Bupati Kcpala Dacrah ditunjuk untuk melalkuken tugas soperti tersc-
but ayat (1) pasal ini, . .

| Pasal 8.,
Sctiap ofans yang berada distasiun diwajibkan menaati perintah-pcrintah/pgthnuuk
petunjuk yan; diberikan olch Kcpala Stagiune '

Pasal 90‘

(1) Tiap-tfap orang yang bekerja schagai buruh angkutan distasiun bus harus mcn=-
dapat ijin dari Bupati Kepala Dacrah atau pegawai Dacrah yang ditunjuk untuk
itu, ’ t

(2) Dalam ponpajuan ijin yang dimaksud pada ayat .(1) pasal ini hérus~dilampiri:
a.surat-kcterangan berkclakuan baik dari Kepolisian atau Pamong Praja.
besurat bebas dari Ge30.S./P.K.I, ‘ ' v

(3) Orang-orang yan; dimeksud pada ayat (1) olch Kepala Stasiun dicatat nama, Uu-
mur, tempat tingpal dan tangral mercka nmcndapat ijin didalam schuah daftar
kbusus untuk itu, ’ '

(4) Kcpada mofcka diberikan tanda nomor urutan scsuai dengan urutan dalam daftar
terschu ., : : '

(5) Pada waktu mcnjalankan pokcrjaaﬁnya scbagai buruh angkutan, ncrcka diwajib -

kan mcngenakan tanda nomernya’ scdemikian rupa schingga dengan mudah terlihat
olch unur,

"~ BAB,VI, . ,
KETENTUAN PIDANA,
Pasal 10,

Barangsiapa melangsar pasal 2, pasal 4 ayat (€), pasal 8 dan pasal 9 ayat (1) '
Peraturan Dacrah ini dapat dihukun dengan hukunman kurungan scléena-lamanya 6 ( o.
nam) bulan atau hukunan denda schanyaksbanyaknya foe10,000,~~(scpuluhribu rupidh)

Pasal 11,

Kepala Stasiun Bus diwajibkan nclakukan pengawasan dan pengusutan atas pelangga-
ran-pelangiaran Peraturan Daerah ind, ; '

BAB.VII,
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP,

Pasal 12,

Sclambat-lambatnya tiga bulan scjak berlakunya Perdturan Dacrah ini, kepada scmu
a pengusaha bus yang sudah nemiliki ijin penmakaian ruangan perhentian stasiun
bus diwajibkan ncupcrbaharui surat ijinnya dengan mongingat ketentuan-ketentuan
dalam Pcraturan Dacrah ini.

Pasal 13,

Hal-hal yan: belun cukup diatur dalan Pcraturan Dacrah ini akan diatur'kemudian
olch Bupati Kepala Dacrah, ‘

Pasali 14, .

! . . . 3 . . . 3
Pcraturan Daerah ini discbut "Tata Tertib Kcenderaan di Terminal Kabupaten Kebu -
men''dan mulai berlaku- pada.hari pertana sctelah havi pensundangsannyas,

Pasal 15.

Sejak saat berlakunya. Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebu
nen tentany; Tata Tertib Sctasiun Bus tanggal 22 Maret 1954 diundangkan dalam Lom
Laran Propinsi Jawa Tenrah tangpal 30 Juni 1954 (Tambahan Seri € Nr.26) scbagai
nana telah diubah dan ditambah yan7 terakhir denpan Peraturan Dacrah Kabupaten
Kebumen tentan; Tata~tertib Stasiun Bus‘taqggal 28 Maret 1968 diundangkan - pada

tanggal 20 Arustus 1974 dimuat dalam Lembaran Daecrah Jawa Tenpah Seri € tahun 19
74 Noe130, dinyatakan tidak berlaku lagi, :



L - ' Kebunen, 9 Februari 1974. (a2
BUPATT KEPALA DAERAH KABUPATEN ' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN KEBUMEN,

KETUA,
MASHOED MERTOZOEGONDO, - R SOEMADJI PARTOATMODJO.

Disahkan densan kep,'Gub.th;JaWa Tcngah,t@l.6-8¥1975‘No:Huk.79/l9
Diundangkan tgl.23-8-1975 dalam Lombaran Daerah Propinsi Jawa-Tengah
Tahun 1975 Seri C No.130, »

h /
: ;

m e m s s e e e e e e 0 i PENJELASAN f o om e e e e e -
PERATURAN DATRAE KABUDATEN KEBUMEN TENTANG -
- ‘ " TATA TERTIB STASIUN BUS, ~

Dalam rangka usaha memberikan public scrvice yang schaik-baiknya,di
-samping upaya mceningkatkan income daerah sesuai dengan pcrkembangan kerniajuan
angkutan umum khususnya dibidang angkutan pcnumpang maka sudah sclayaknya di
adakan penycmpurnadan Peraturan Dacrah yang mengatur keamanan dan ketertiban
Lalu Lintas di Stasiun Bus/dalan dacrah Kabtupaten Kecbumen., ’

Adapun Stasiun Bus yang dimaksud adalah suatu arcal tanah yang ditetapkan
olch Pecmerintah Dacrah scharai tempat yan:; merupakan ruang lingkup dimana Pe
merintah Dacrah melayani kcbutuhan masarakat akan angkutan unum, dalam hal i
ni para penumpang bus, schingza dalam Peraturan Dacrah ini menjadi jelas dan
nenudahkan pengaturannya, '

IT.PASAL DEMI PASAL: -

Pasal 1 dan 2
Pasal 3 ayat (1)

cukup jclas, ‘

(2), (3) & Densan pasal ini dinaksudkan agar supaya penbe
rian ijin itu behar~benar bermanfaat bagi masa
rakat menringat makin banyaknya pchgusaha bus:
baru dewasa ini, :

(2) : Dengan mensunakan tarip maxinum dikandun; maksud a
rar sewaktu-walktu timbul pcrobahan situasi har
£, tardlp dimaksud dapat lanpgsung diatur deng-

_ an surat-kcputusan Bupati Kcepala Dacrah ini,

Denian peitbayaran bea dilakulian dimuka maka wajiblah apa-
bila bagi pcngusaha bhus dan lain-lain mendapat
kan keringanan pcomlayaran dalan pengertian 25
kali jumlah beca pcngrunaan ruangan perhentian.
sctiap harinya. -

cukup jclase .

cukup jclas, : - : : v .

Denjan pasal ini dikamduds maksud aiar Bupati Kecpala Dac-

. rah davat nensanmbil lanskah untuk. Juga menper-
lakukan bea/punsutan bagi pengusaha bus yang
biasanya discbut "Bus Malanm", sckalipun mercka
‘ tidak nenakai ruangan perhentian Stasiun Bus,
tetapi menpunyai tenmpat atau cabang bargi usaha
nya dalam dacrah Kabupaten Kcbhunen.
cukup jclase,- .

B ee

-

Pasal 4 ayat (1)

Ayat (3)

Pasal 5 s/da 10
Pasal 11 dan 12
Pasal 13

ep os ee

Pasal iq dan 15

U1



. x - Nomers.

PERATURAN DAKRAH Kabupaten Kebumicn gentang nengadakan dan memungut bea-pemakal
! an tempat-tenpat pemberhentian kendaraan selain otobise. :

Pasal 1,

Untuk pemakaian tempat-tempat pemberhentian yang ditunjuk olch Dewan Pemcrintah K
Dacrah berdasarkan pasal 84 ayat (2) huruf a Peraturan Pemcrintah Lalu Lintas
Jalan dikenakan bea yang ditctapkan oleh Dewan Penicrintah Dacrah dan yang tidak
bolch lebih tingei dari pada bea menyrut tarip tersebut dalam pasal 2. h

‘Pasal 2,

Tarip yang dimaksud dalam pasal 1 ialah schagai berikut:

Untuk schbuah gerobag sapl,kerbau atau Kudae o ee o o oo o o o Fre 20,--

Untuk scbuah gerobag dorong yang. dihela olch orange o o o « o M 20, =~ v
Untuk Sobuah dokal" Ptau SadO © e o e © » 6 o e e o o e .‘ e .o '@ L 20,—"'

Untuk schuah bcca.k ® b @ 4 o o s o ® e s e o o0 8 o ® s e o o e I 109—_

Untuk scbuah taxi abau otolot/pick—=UD ¢ ¢ o o o o vo o « o o & " 4Oy ~—

Untuk schuah truk (mohil ;erobas) s o o o o o o o o o o o e s " 100y~--:

Untuk scbuah korcta $andenfan o o o o o s o o o o o 0.0 o o o M 150, =~

Pasal 3.

‘ . . ' : v L \
Pengenudi-pengenudi’ kendaraan mnencrima karcis schagai tanda tclah nembayar bea®
schasal dimeksud dalam pasal 2, karcis mana borlaku untuk schari scmalanm monus
rut contoh yans ditctapkan olch Dewan Pomerintah Dacrah, :

. \ .

. Pasal 'Ll-o

Karcies-karcis tanda pemlayaran bea yans dimaksud dalan pasal 3 diberikan olch
Pegawai yang. ditunjuk oleh Dewan Pemcrintah Dacrah pada tenpat-tempat pemberhen
tian termaksud dalam pasal 1, * '

/Pasal 5.

Denpan tidak dapat menunjukkan karcis yang dimaksud dalam pasal 4, pcngemusi-pe
ngemudl kendaraan-kendaraan yansg bersanckutan tidak diperbolchkan momakai tom -
pat-tenpat pemberhentian termaksud dalam pasal 1. '

Pasal 6.

(1) Barangsiapa melanggar ketontuan dalam pasal 5 dihukum dofigan hukuman kurung
: an selama-~lamanya tiga bulan atau denda sctinggi-tingrinya fpe 100 ,~~(seratus
rupiah), .

(2) Yang; juga discrahi menrusut pclangraran~pelangsaran Peraturan~cdacrah ini ia
lah'Kopala'dan Opscter Dinas Pckerjaan Umum Kabupaten, Kontrolir Dacrah Swa
tantra, Pcngawas Kcuangan, Pemcerikca Pasar, Kepala-Kepala Pasar dan Kepala
StasiunOtobis, :

Pasal 7.

Peraturan-dacrah ini mulai Lerlaku pada hari pertama dari bulan berikutnya hari ‘

pensundangan peraturan-dacrah ini dalam Lembaran Propinsi Jawa an@ah.
Poraturan-dacrah ini ditetapkan trle31-12-1956, disahkan dsn.keputusan DPD.
Prop.Jateng tge 8-3-57 No.U.33/1/15, diundanckan dalam LombeDacrah Jatong
th,1957 Seri C Nr,10, / a
Perubahan-pcrubahan:

ke=1: tg,26-9-61 ,disahkan dg.skeGull.dateng t3e24-10-61 No. G, 3/2/1h,Lenb, Dacréa
-+ the62 Scri C nre35;

ko—E? ”‘3—9—65 s " tp,15- L4-64 No

5 : Ge3/2/1 Lefibe Drhe the 6L Scr.C Nr.115
ko=32 " 9=10-64 momon 9o 2-65 Not: G.3/1/3 Moo . th,65 M C M 413
;o-i, "16-6-66 5 " M 0 28 6-67 No: G.58/4/l2 M W th.6? " C " 169
ke=5: M 20-2-67 4, M. M n 27. 9.7 No: G,58/6/18 ™ "o th,67 " - C "M 257
ke=62 M 28— 3-68 4 " " Dbyrcdasar pasal 57 UU.lE/Drt 1957 M
ko=73 1" 26= 2-69 , " .M 1M 29.10-69 No: G,58/3/10 " " oth,69 " C "9
kc-8: " 20-11-75 - o )
No: l2 , ™ w # 19-5-76 No: HK,7/P/76 ™ "oth,76 " . B " L,
é.



